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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Judul Penelitian :  

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar 

 

 

Nama Informan : ……………………………….. 

Jabatan  : ……………………………….. 

Hari/Tanggal   : ……………………………….. 

Lokasi    : ……………………………….. 

Waktu    : ……………………………….. 

Pewawancara   : ……………………………….. 
 

Pedoman Wawancara untuk Bappeda Kota Makassar 

Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan? 

2. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kemiskinan di Kota Makassar? 

3. Seperti apa peran dan tugas Bappeda Kota Makassar dalam menanggulangi 

kemiskinan? 

4. Lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota 

Makassar? 

5. Siapkah leading sektor penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar? 

6. Bagaimana perencanaan program yang dilakukan Bappeda Kota Makassar dalam 

menanggulangi kemiskinan? 

7. Bagaimana koordinasi pelaksanaan dan penajaman target penerima manfaat yang 

dilakukan Bappeda Kota Makassar dalam penanggulangan kemiskinan? 

8. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Bappeda Kota Makassar dalam 

melakukan koordinasi pelaksanaan dan penajaman target penerima manfaat untuk 

menanggulangi kemiskinan? 

9. Bagaimana koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Kota Makassar? 

10. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Bappeda Kota Makassar dalam 

melakukan koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan penanggulangan 

kemiskinan? 

11. Bagaimana komitmen Bappeda Kota Makassar dalam menanggulangi kemiskinan? 

12. Seperti apa bentuk komitmen Bappeda Kota Makassar dalam menanggulangi 

kemiskinan? 

13. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait perilaku TKPKD dalam melaksanakan tugas 

koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar? 

14. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait optimalisasi peran dan fungsi TKPKD 

dalam penanganan kemiskinan serta jaminan sosial serbaguna masyarakat miskin di 

Kota Makassar? 

15. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait tingkat penerimaan masyarakat miskin 

terhadap kebijakan yang diimplementasikan? 

16. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait implementasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Kota Makassar? 

17. Bagaimana idealnya untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 
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Judul Penelitian :  

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar 

 

Nama Informan : ……………………………….. 

Jabatan  : ……………………………….. 

Hari/Tanggal   : ……………………………….. 

Lokasi    : ……………………………….. 

Waktu    : ……………………………….. 

Pewawancara   : ……………………………….. 
 

Pedoman Wawancara untuk Dinas Sosial Kota Makassar 

Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kemiskinan di Kota Makassar? 

2. Bagaimana proses pendataan masyarakat miskin di Kota Makassar? 

3. Sejauh Mana efektivitas pendataan masyarakat miskin di Kota Makassar? 

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan? 

5. Seperti apa peran dan tugas Dinas Sosial Kota Makassar dalam menanggulangi 

kemiskinan? 

6. Lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota 

Makassar? 

7. Bagaimana perencanaan program yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dalam 

menanggulangi kemiskinan? 

8. Program-program apa saja yang termasuk kedalam Jaminan Sosial Serbaguna 

masyarakat miskin? 

9. Program-program apa saja yang implementasikan Dinas Sosial Kota Makassar untuk 

menanggulangi kemiskinan? 

10. Sejauh Mana program-program penanggulangan kemiskinan yang 

diimplementasikan Dinas Sosial Kota Makassar mampu menurunkan angka 

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

11. Bagaimana koordinasi pelaksanaan dan penajaman target penerima manfaat yang 

dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dalam penanggulangan kemiskinan? 

12. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Dinas Sosial Kota Makassar dalam 

melakukan koordinasi pelaksanaan dan penajaman target penerima manfaat untuk 

menanggulangi kemiskinan? 

13. Bagaimana koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Kota Makassar? 

14. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Dinas Sosial Kota Makassar dalam 

melakukan koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan penanggulangan 

kemiskinan? 

15. Bagaimana komitmen Dinas Sosial Kota Makassar dalam menanggulangi 

kemiskinan? 
16. Seperti apa bentuk komitmen Dinas Sosial Kota Makassar dalam menanggulangi 

kemiskinan? 

17. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait optimalisasi peran dan fungsi TKPKD 

selama ini dalam penanganan kemiskinan serta jaminan sosial serbaguna masyarakat 

miskin di Kota Makassar? 

18. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait tingkat penerimaan masyarakat miskin 

terhadap kebijakan yang diimplementasikan? 

19. Bagaimana idealnya untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

Judul Penelitian :  

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar 

 

Nama Informan : ……………………………….. 

Jabatan  : ……………………………….. 

Hari/Tanggal   : ……………………………….. 

Lokasi    : ……………………………….. 

Waktu    : ……………………………….. 

Pewawancara   : ……………………………….. 
 

 

Pedoman Wawancara untuk Anggota DPRD Kota Makassar 

Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kemiskinan di Kota Makassar? 

2. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan? 

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait proses pendataan masyarakat miskin di Kota 

Makassar? 

4. Bagaimana peran dan tugas Anggota DPRD Kota Makassar dalam menanggulangi 

kemiskinan? 

5. Siapkah leading sektor penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar? 

6. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait koordinasi antar lembaga pelaksana 

kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar?  

7. Faktor-faktor apa saja menurut pandangan bapak/ibu yang menjadi kendala lembaga 

pelaksana dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 

8. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait komitmen lembaga pelaksana kebijakan 

dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 

9. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait perilaku implementor kebijakan tingkat 

bawah (street level bureaucracy) dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan? 

10. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait optimalisasi peran dan fungsi TKPKD 

dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar? 

11. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait tingkat penerimaan masyarakat miskin 

terhadap kebijakan yang diimplementasikan? 

12. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait implementasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Kota Makassar? 

13. Bagaimana idealnya untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

Judul Penelitian :  

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar 

 

Nama Informan : ……………………………….. 

Jabatan  : ……………………………….. 

Hari/Tanggal   : ……………………………….. 

Lokasi    : ……………………………….. 

Waktu    : ……………………………….. 

Pewawancara   : ……………………………….. 
 

Pedoman Wawancara untuk Camat di Kota Makassar 

Pertanyaan Penelitian 

1. Seperti apa peran dan tugas Bapak/Ibu dalam menanggulangi kemiskinan? 

2. Upaya apa yang dilakukan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan 

di wilayahnya? 

3. Faktor yang menghambat dan mendukung peran dan tugas Bapak/Ibu dalam 

menanggulangi kemiskinan? 

4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait efektivitas pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan? 

5. Bagaimana proses pendataan masyarakat miskin di Kota Makassar? 

6. Sejauh Mana efektivitas pendataan masyarakat miskin di Kota Makassar? 

7. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan? 

8. Program-program apa saja yang disalurkan untuk menanggulangi kemiskinan? 

9. Sejauh Mana program-program penanggulangan kemiskinan yang 

diimplementasikan mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat? 

10. Bagaimana koordinasi yang bapak/Ibu lakukan ke tingkat Kelurahan dan RT terkait 

penanggulangan kemiskinan? 

11. Bagaimana koordinasi pelaksanaan dan penajaman target penerima manfaat yang 

dilakukan Bapak/Ibu dalam penanggulangan kemiskinan? 

12. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak/Ibu dalam melakukan koordinasi 

pelaksanaan dan penajaman target penerima manfaat untuk menanggulangi 

kemiskinan? 

13. Bagaimana koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Kota Makassar? 

14. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak/Ibu dalam melakukan koordinasi 

antar lembaga pelaksana kebijakan penanggulangan kemiskinan? 

15. Bagaimana komitmen Bapak/Ibu dalam menanggulangi kemiskinan? 

16. Seperti apa bentuk komitmen Bapak/Ibu dalam menanggulangi kemiskinan? 

17. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait karakteristik masyarakat miskin di wilayah 

kerjanya? 
18. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait tingkat penerimaan masyarakat miskin 

terhadap kebijakan yang diimplementasikan? 

19. Menurut Bapak/Ibu, apakah model bantuan selama ini telah efektif untuk 

meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat? 

20. Bagaimana idealnya untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

Judul Penelitian :  

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar 

 

Nama Informan : ……………………………….. 

Jabatan  : ……………………………….. 

Hari/Tanggal   : ……………………………….. 

Lokasi    : ……………………………….. 

Waktu    : ……………………………….. 

Pewawancara   : ……………………………….. 
 

Pedoman Wawancara untuk Lurah di Kota Makassar 

Pertanyaan Penelitian 

1. Seperti apa peran dan tugas Bapak/Ibu dalam menanggulangi kemiskinan? 

2. Upaya apa yang dilakukan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan 

di wilayahnya? 

3. Faktor yang menghambat dan mendukung peran dan tugas Bapak/Ibu dalam 

menanggulangi kemiskinan? 

4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait efektivitas pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan? 

5. Bagaimana proses pendataan masyarakat miskin di Kota Makassar? 

6. Sejauh Mana efektivitas pendataan masyarakat miskin di Kota Makassar? 

7. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan? 

8. Program-program apa saja yang disalurkan untuk menanggulangi kemiskinan? 

9. Sejauh Mana program-program penanggulangan kemiskinan yang 

diimplementasikan mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat? 

10. Bagaimana koordinasi yang bapak/Ibu lakukan ke tingkat Kelurahan dan RT terkait 

penanggulangan kemiskinan? 

11. Bagaimana koordinasi pelaksanaan dan penajaman target penerima manfaat yang 

dilakukan Bapak/Ibu dalam penanggulangan kemiskinan? 

12. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak/Ibu dalam melakukan koordinasi 

pelaksanaan dan penajaman target penerima manfaat untuk menanggulangi 

kemiskinan? 

13. Bagaimana koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Kota Makassar? 

14. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak/Ibu dalam melakukan koordinasi 

antar lembaga pelaksana kebijakan penanggulangan kemiskinan? 

15. Bagaimana komitmen Bapak/Ibu dalam menanggulangi kemiskinan? 

16. Seperti apa bentuk komitmen Bapak/Ibu dalam menanggulangi kemiskinan? 

17. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait karakteristik masyarakat miskin di wilayah 

kerjanya? 
18. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait tingkat penerimaan masyarakat miskin 

terhadap kebijakan yang diimplementasikan? 

19. Menurut Bapak/Ibu, apakah model bantuan selama ini telah efektif untuk 

meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat? 

20. Bagaimana idealnya untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

Judul Penelitian :  

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar 

 

Nama Informan : ……………………………….. 

Jabatan  : ……………………………….. 

Hari/Tanggal   : ……………………………….. 

Lokasi    : ……………………………….. 

Waktu    : ……………………………….. 

Pewawancara   : ……………………………….. 
 

 

Pedoman Wawancara untuk Ketua RT  

Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kemiskinan di kota Makassar..? 

2. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait aturan atau kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di kota Makassar? 

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait pola dan proses pendataan atau pengumpulan 

data masyarakat miskin di kota Makassar? 

4. Seperti apa tugas bapak/ibu selaku RT dalam menanggulangi masyarakat  miskin di 

wilayah kerjanya? 

5. Jika ada temuan permasalahan dari Masyarakat miskin di wilayah kerjanya, Bagaimana 

cara menyelesaikannya. Misalkan keterlambatan penyaluran bantuan,atau bantuan yang 

tidak tepat sasaran? 

6. Kepada siapa bapak/ibu akan menyampaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan 

…? Apakah bapak/ibu langsung ke Dinas Sosial atau ada lembaga lain yang terlibat? 

7. Menurut bapak/ibu, bagaimana komitmen atau keseriusan lembaga terkait dalam 

penanggulangan kemiskinan di kota Makassar? 

8. Seperti apa bentuk komitmen bapak/ibu selaku RT dalam melaksanakan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar? 

9. Bagaimana bentuk koordinasi bapak/ibu selaku RT dalam melaksanakan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar? 

10. Faktor apa saja yang menjadi penghambat bapak/ibu selaku RT dalam 

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanggulangan masyarakat Miskin di Kota 

Makassar ? 

11. Sejauh mana bapak/ibu selaku RT memahami aturan pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan di kota Makassar? 

12. Bagaimana cara bapak/ibu selaku RT melaksanakan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di kota Makassar? 

13. Faktor apa saja yang menurut bapak/ibu selaku RT yang menjadi penghambat dalam 

menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Makassar? 

14. agaimana tingkat penerimaan dari masyarakat miskin terkait kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Kota Makassar? 

15. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap implementasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Kota Makassar hari ini? 

16. Seperti apa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang seharusnya untuk 

menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

Judul Penelitian :  

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar 

 

Nama Informan : ……………………………….. 

Jabatan  : ……………………………….. 

Hari/Tanggal   : ……………………………….. 

Lokasi    : ……………………………….. 

Waktu    : ……………………………….. 

Pewawancara   : ……………………………….. 
 

Pedoman Wawancara untuk TKSK Dinas Sosial Kota Makassar 

Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kemiskinan di Kota Makassar? 

2. Bagaimana proses pendataan masyarakat miskin di Kota Makassar? 

3. Sejauh Mana efektivitas pendataan masyarakat miskin di Kota Makassar? 

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan? 

5. Seperti apa peran dan tugas Selaku TKSK Dinas Sosial Kota Makassar dalam 

menanggulangi kemiskinan? 

6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait perencanaan program yang dilakukan Dinas 

Sosial Kota Makassar dalam menanggulangi kemiskinan? 

7. Menurut Bapak/Ibu program-program apa saja yang termasuk kedalam Jaminan 

Sosial Serbaguna masyarakat miskin? 

8. Menurut Bapak/Ibu program-program apa saja yang implementasikan Dinas Sosial 

Kota Makassar untuk menanggulangi kemiskinan? 

9. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana program-program penanggulangan kemiskinan 

yang diimplementasikan Dinas Sosial Kota Makassar mampu menurunkan angka 

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

10. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi pelaksanaan dan penajaman target 

penerima manfaat yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dalam 

penanggulangan kemiskinan? 

11. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Dinas Sosial Kota 

Makassar dalam melakukan koordinasi pelaksanaan dan penajaman target penerima 

manfaat untuk menanggulangi kemiskinan? 

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar? 

13. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Dinas Sosial Kota 

Makassar dalam melakukan koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan 

penanggulangan kemiskinan? 

14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana komitmen Dinas Sosial Kota Makassar dalam 

menanggulangi kemiskinan? 

15. Menurut Bapak/Ibu seperti apa bentuk komitmen Dinas Sosial Kota Makassar dalam 
menanggulangi kemiskinan? 

16. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait optimalisasi peran dan fungsi TKPKD 

selama ini dalam penanganan kemiskinan serta jaminan sosial serbaguna masyarakat 

miskin di Kota Makassar? 

17. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait tingkat penerimaan masyarakat miskin 

terhadap kebijakan yang diimplementasikan? 

18. Bagaimana idealnya untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 
 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

Judul Penelitian :  

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar 

 

Nama Informan : ……………………………….. 

Jabatan  : ……………………………….. 

Hari/Tanggal   : ……………………………….. 

Lokasi    : ……………………………….. 

Waktu    : ……………………………….. 

Pewawancara   : ……………………………….. 
 

Pedoman Wawancara untuk Masyarakat Miskin (Penerima Manfaat) Kota Makassar 

Pertanyaan Penelitian 

1. Darimana Bapak/Ibu memperoleh informasi terkait bantuan bagi masyarakat miskin? 

2. Apakah persyaratan yang bapak ibu harus siapkan untuk menjadi penerima bantuan? 

3. Biasanya bantuan yang Bapak/Ibu terima, dipergunakan untuk keperluan apa? 

4. Apakah selama ini ada pendampingan kepada Bapak/Ibu untuk peningkatan 

ekonomi? 

5. Sejauh Mana efektivitas pendataan masyarakat miskin di Kota Makassar? 

6. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan? 

7. Sejauh Mana program-program penanggulangan kemiskinan yang 

diimplementasikan mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat? 

8. Bagaimana koordinasi yang bapak/Ibu lakukan ke tingkat Kelurahan dan RT terkait 

penanggulangan kemiskinan? 

9. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait tingkat penerimaan masyarakat miskin 

terhadap kebijakan yang diimplementasikan? 

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah model bantuan selama ini telah efektif untuk 

meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat? 

11. Bagaimana idealnya untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

Judul Penelitian :  

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar 

 

Nama Informan : ……………………………….. 

Jabatan  : ……………………………….. 

Hari/Tanggal   : ……………………………….. 

Lokasi    : ……………………………….. 

Waktu    : ……………………………….. 

Pewawancara   : ……………………………….. 
 

Pedoman Wawancara untuk Pemerhati Masyarakat Miskin di Kota Makassar 

Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kemiskinan di Kota Makassar? 

2. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan? 

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait proses pendataan masyarakat miskin di Kota 

Makassar? 

4. Sejauh Mana efektivitas pendataan masyarakat miskin di Kota Makassar? 

5. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait koordinasi antar lembaga pelaksana 

kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar?  

6. Faktor-faktor apa saja menurut pandangan bapak/ibu yang menjadi kendala lembaga 

pelaksana dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 

7. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait komitmen lembaga pelaksana kebijakan 

dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 

8. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait perilaku implementor kebijakan tingkat 

bawah (street level bureaucracy) dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan? 

9. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait optimalisasi peran dan fungsi TKPKD 

dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar? 

10. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait perilaku masyarakat miskin terhadap 

kebijakan yang diimplementasikan? 

11. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait implementasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Kota Makassar? 

12. Bagaimana idealnya untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar? 
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3. Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

4. Status Perkawinan  : Kawin 

5. Agama   : Islam 

6. Alamat Rumah  : Jl. Andi Tonro Lr.1 No.3 Kel. Bonto-Bontoa, 
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3. Orang Tua   : H.Bambang (almarhum)/Hj. Marloji 

4. Saudara Kandung  : 4 Orang 

 

C. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. Lulusan SD Negeri 51 Gilireng Kelurahan Gilireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten 

Wajo Tahun 1995. 

2. Lulusan SMP Negeri 2 Maniangpajo Kelurahan Gilireng Kecamatan Gilireng, 

Kabupaten Wajo Tahun 1998. 

3. Lulusan SMK Negeri 2 Makassar Tahun 2004. 

4. Lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Indonesia Timur Makassar Tahun 2009. 

5. Lulusan Konsentrasi Administrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi 

Magister STIA LAN Makassar Tahun 2012. 

 

D. RIWAYAT PEKERJAAN 

1. Dosen Tetap Yayasan Al-Aqshan, pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Makassar Tahun 2013-Sekarang. 

2. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Makassar Tahun 

2013-2014. 

3. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Makassar 

Tahun 2014-2017. 

4. Pendiri Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia Tahun 2019. 

5. Pendiri Media Online Arlisakadepolicnews.com Tahun 2019. 

6. Pendiri Group Penerbitan Jurnal Ilmiah ANR Publishing (IJI Publication, JGPI, 

GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, JHQD, PAPS Journals) Tahun 

2020. 

7. Pendiri INFINITY SKILL (Platform Pengembangan Skill SDM) Tahun 2020. 

8. Penanggung Jawab Program Organisasi Penggerak (POP) Direktorat Jenderal Guru 

dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia Tahun 2021-2023. 

 

 

 



E. RIWAYAT ORGANISASI 

1. Wakil Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Indonesia Timur Makassar Tahun 2006-2007. 

2. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MAPERWA) Universitas 

Indonesia Timur Makassar Tahun 2007-2008. 

3. Presiden Mahasiswa (PRESMA) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 

Timur Makassar Tahun 2008-2009. 

4. Anggota Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) Tahun 

2019-2020. 

5. Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia Tahun 2019-

Sekarang. 

6. Penanggung Jawab/Pimpinan Umum Media Online Arlisakadepolicnews.com Tahun 

2019-Sekarang. 

 

F. KARYA ILMIAH 

1. Jurnal Ilmiah Cetak dengan Judul: Implementasi Kebijakan Pasar Modern di Kota 

Makassar, Tahun 2014. 

2. Jurnal Ilmiah Cetak dengan Judul: Pengembangan Potensi Pariwisata di Era Otonomi 

Daerah di Kabupaten Gowa Tahun, 2017. 

3. Jurnal Ilmiah Cetak dengan Judul: Implementasi Kebijakan Pasar Tradisional di Kota 

Makassar Tahun, 2018. 

4. Jurnal Ilmiah Online dengan Judul: Penerapan Prinsip Citizen's Charter Pada DPM 

PTSP Kota Makassar Tahun, 2018. 

5. Buku Referensi dengan Judul: Citizen's Charter Sebagai Inovasi Pelayanan Publik: 

Teori dan Praktik Prinsip Citizen's Charter, Tahun 2018. 

6. Jurnal Ilmiah Online dengan Judul: Kemampuan Kerja Pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Barru Tahun, 2019. 

7. Jurnal Ilmiah Online dengan Judul: Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten 

Soppeng Tahun, 2019. 

8. Jurnal Ilmiah Online dengan Judul: Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan Sekretariat 

DPRD Kabupaten Soppeng Tahun, 2020. 

9. Jurnal Ilmiah Online dengan Judul: Pengaruh Perpustakaan Lorong Terhadap 

Pemberdayaan Masyarakat Parang Tambung di Kota Makassar Tahun 2020. 

10. Jurnal Ilmiah Online dengan Judul: Penataan Pasar Tradisional Berdaya Saing di Kota 

Makassar Tahun, 2021. 

11. Jurnal Internasional Online dengan Judul: Target Group Behavior for Policy 

Performance Impact: Study on Poverty Reduction Implementation in Makassar, 

Indonesia Tahun, 2021. 

12. Jurnal Internasional Scopus Online dengan Judul: Street-Level Bureaucrats: The 

Dilemma Between Professionalism and Pressure in Poverty Reduction in Makassar 

Tahun, 2021. 

13. Jurnal Pengabdian Masyarakat Online dengan judul : Pengembangan Kompetensi 

Pengelola Jurnal Melalui Workshop Pengelolaan Jurnal Menuju Akreditasi Nasional, 

Tahun 2022. 

 

 

 

 

 

 



G. PELATIHAN PROFESIONAL 

1. Peserta Kelas Online Mahir & Memukau Dalam Presentasi, yang diselenggarakan 

oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) tanggal 9-12 

September 2020. 

2. Peserta Kelas Online Understanding Human Learning yang diselenggarakan oleh 

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) tanggal 3-5 Agustus 2021. 

3. Penanggung Jawab Diklat Literasi Numerasi Guru dan Kepemimpinan Dasar Kepala 

Sekolah Berbasis Literasi dan Numerasi, Program Organisasi Penggerak (POP) Ditjen 

GTK Kemdikbud Ristek RI Tahun 2021. 

4. Penanggung Jawab Diklat Literasi Guru dan Manajerial Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Berbasis Literasi dan Numerasi Program Organisasi Penggerak (POP) Ditjen 

GTK Kemdikbud Ristek RI Tahun 2022. 

 

H. KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 

1. Pemateri Pembekalan KKP Universitas Pancasakti Makassar, Tahun 2014. 

2. Supervisor KKNP Universitas Pancasakti Makassar, Tahun 2014. 

3. Supervisor KKNP Universitas Pancasakti Makassar, Tahun 2015. 

4. Ketua Panitia Ujian Semester Awal T.A 2014/2015, Tahun 2015, 

5. Sekretaris Panitia Penerimaan Maba Universitas Pancasakti Makassar T.A 2015/2016, 

Tahun 2016. 

6. Sekretaris Panitia Wisuda Sarjana XXVIII dan Dies Natalis XXVIII T.A 2015/2016, 

Tahun 2016. 

7. Panitia Lokakarya Kurikulum Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Makassar, Tahun 2017. 

8. Peserta Seminar dan Workshop Penulisan Proposal Penelitian Hibah Kemdikbud R I 

Tahun Tahun 2017. 

9. Peserta Simposium Partai Demokrat Sulawesi Selatan, bertajuk “Quo Vadis Sulawesi 

Selatan, Tahun 2017. 

10. Peserta Rembuk Nasional 2017 Tiga Tahun Bersama Jokowi JK dalam Membangun 

Politik, Hukum, Tahun 2017. 

11. Peserta Seminar Nasional Administration Fair 2018, Tahun 2018. 

12. Peserta Workshop Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (PT), Tahun 2018.  

13. Peserta Workshop Borang dan Evaluasi Diri Program Studi, Tahun 2018. 

14. Peserta Workshop Penyusunan Renstra, Tahun 2018. 

15. Peserta Workshop Penulisan Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Hibah Kemdikbud RI, Tahun 2018. 

16. Peserta Seminar Sehari dengan Tema : Peran Mahasiswa dalam Berbangsa dan 

Bernegara, Tahun 2019. 

17. Peserta Pelatihan Microsoft Office-Powerpoint, Tahun 2019. 

18. Peserta idMenulis Jaringan Menulis Ilmiah Indonesia, Tahun 2019. 

19. Peserta Pelatihan Pelatihan Basic Professional Skill, Tahun 2019. 

20. Peserta Kelas Online "Change Your Habits, Change Your Life", Tahun 2020. 

21. Peserta Sharing Online Pengalaman Lapangan, Tahun 2020. 

22. Peserta Webinar Netralitas ASN "Membangun Meritokrasi dan Demokrasi di 

Indonesia", Tahun 2020. 

23. Peserta Webinar Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 

9001:2015), Tahun 2020. 

24. Peserta Webinar Strategi Pengadaan Tahun 2021 dan Penyelesaian Pekerjaan Akhir 

2020, Tahun 2020. 

25. Peserta Webinar Memahami 8 Life Skill Untuk Meraih Sukses, Tahun 2020. 



26. Peserta Webinar Diskusi & Kajian Ilmiah Pinjam Bendera dalam Pengadaan, Tahun 

2020. 

27. Peserta Seminar Nasional Online "Understanding Human Learning & The Art 

Managing 4.0, Tahun 2021. 

28. Peserta Diskusi dan Kajian Ilmiah Online "Pengadaan Sebagai Primadona Korupsi, 

Tahun 2021. 

29. Peserta Kelas Online "Hidup Sehat Dengan Cara Alami", Tahun 2021. 

30. Peserta Diskusi Online "Digital Logistic & Supply Chain Financial", Tahun 2021. 

31. Peserta Paris Van Java Internasional Seminar (Conference 2021), Tahun 2021. 

32. Peserta Webinar Online Pajak Webinar Series "Digitalisasi Sistem Pembayaran 

UMKM", Tahun 2021. 

33. Peserta Webinar Kontraversi Rancangan PPN dan PPh dalam Reformasi Pajak, Tahun 

2021. 

34. Peserta 4 Th Annual Meeting of RJI Crossref Sponsored Organization 2021, Tahun 

2021. 

35. Peserta Webinar Sosialisasi Peraturan LKPP Tentang Pedoman Swakelola Kepada 

Ormas, Tahun 2021. 

36. Peserta Webinar Peran AI Dalam Kemajuan Teknologi Dunia Usaha dan Perpajakan 

di Indonesia, Tahun 2021. 

37. Peserta Webinar Elsevier-Scopus: Empowering Your Research Journey With Scopus, 

Tahun 2022. 

 

I. PENGHARGAAN 

1. Sertifikasi Dosen Pendidik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia, Tahun 2020. 

 

 

 


